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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan yang sudah 

dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa:  

a. Pengaturan yang berkaitan perlindungan dan 

pertanggungjawaban hukum terhadap pembukaan atas 

kerahasiaan rekam medis pasien BPJS yang ditetapkan oleh 

pemerintah melalui Undang-Undang dan Peraturan Menteri 

Kesehatan telah menjamin perlindungan hukum bagi pasien dan 

berdasarkan pengaturan yang dibuat oleh rumah sakit yaitu 

adanya persetujuan umum bisa melindungi pasien, karena ada 

standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan dan adanya 

perjanjian pada lembar persetujuan umum tersebut.  

b. Pelaksanaan perlindungan dan pertanggungjawaban hukum 

terhadap pelepasan atas kerahasiaan rekam medis pasien BPJS 

yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang dan 

Peraturan Menteri Kesehatan telah menjamin perlindungan 

hukum bagi pasien dan sudah adanya standar operasional 

prosedur dari rumah sakit yang berkaitan dengan pemberian izin 

terhadap penggunaan informasi rekam medis dalam pengajuan 

klaim BPJS Kesehatan. Meskipun pada hasil analisis terdapat 1 
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orang (2%) tidak disertai persetujuan baik dari pasien ataupun 

keluarga. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan dan 

pertanggungjawaban pasien terhadap penggunaan informasi 

rekam medis pada pengajuan klaim BPJS yaitu tenaga 

kesehatan, sarana kesehatan, dan faktor pasien. 

d. Sebagian besar responden dari hasil analisis univariat telah 

memberikan persetujuan tertulis dalam pembukaan informasi 

rekam medis sebanyak 79 orang (98%), dari hasil pengolahan 

data tersebut menunjukkan bahwa adanya perlindungan dan 

pertanggungjawaban hukum akibat pembukaan atas kerahasiaan 

rekam medis pada pasien BPJS. 

 

V.2  Saran 

a. Bagi masyarakat, diharapkan agar menjaga kerahasiaan data 

informasi kesehatan yang didapatkan agar tidak terjadi kasus 

yang berkaitan dengan penyalahgunaan infromasi di dalam 

rekam medis. 

b. Bagi Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu, disarankan 

melakukan sosialisasi atau edukasi mengenai pentingnya 

kerahasiaan rekam medis dan konsekuensi pelanggaran jika 

melalukan pembukaan rekam medis diluar ketentuan yang 

berlaku.  
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c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian serupa 

dengan melibatkan seseorang dalam wawancara seperti direktur 

rumah sakit untuk melihat bagaimana perlindungan dan 

pertanggungjawaban dari rumah sakit. 

 

 


